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Abstract 

This study aims to explore the challenges and solutions in the management of BUMDes (Village-Owned 

Enterprises) with a focus on four main categories: digitalization, social capital, financial governance, and the role 

of village government. A scoping review method was used to analyze 19 relevant articles, identifying various issues 

faced by BUMDes and providing pertinent policy recommendations. The findings show that the adoption of digital 

technology in BUMDes is generally low due to limitations in digital literacy and infrastructure in rural areas. 

Strong social capital, such as trust and local norms, plays a crucial role in enhancing cooperation between 

BUMDes managers and the community. However, many villages only possess social capital at the bonding stage, 

which limits the potential for collaboration with external parties. Good financial governance is also key to the 

success of BUMDes. BUMDes that implement transparent accounting systems and have clear Standard Operating 

Procedures (SOP) tend to be more capable of sustaining their operations. The active role of village government 

as a facilitator and supervisor is significant in ensuring the effectiveness of BUMDes management. This study 

recommends enhancing digital literacy and managerial skills for BUMDes managers through systematic and 

ongoing training programs. Government agencies overseeing BUMDes are expected to support the development 

of infrastructure and collaboration among stakeholders in the management of BUMDes. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan solusi dalam pengelolaan BUMDes dengan fokus 

pada empat kategori utam yaitu digitalisasi, modal sosial, tata kelola keuangan, dan peran pemerintah desa. Metode 

scoping review digunakan untuk menganalisis 19 artikel yang relevan, mengidentifikasi berbagai isu yang dihadapi 

oleh BUMDes, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi 

teknologi digital secara umum di BUMDes secara umum masih rendah yang disebabkan oleh keterbatasan literasi 

digital dan infrastruktur di daerah pedesaan. Modal sosial yang kuat, seperti kepercayaan dan norma lokal, 

berperan penting dalam meningkatkan kerjasama antar pengelola BUMDes dan masyarakat. Namun, banyak desa 

hanya memiliki modal sosial pada tahap bonding, yang membatasi potensi kolaborasi dengan pihak eksternal. Tata 

kelola keuangan yang baik juga menjadi kunci keberhasilan BUMDes. BUMDes yang menerapkan sistem 

akuntansi yang transparan dan memiliki Standard Operating Procedures (SOP) yang jelas cenderung lebih mampu 

menjaga keberlanjutan usaha. Peran aktif pemerintah desa sebagai fasilitator dan pengawas sangat signifikan 

dalam memastikan efektivitas pengelolaan BUMDes. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital 

dan keterampilan manajerial bagi pengelola BUMDes melalui program pelatihan yang sistematis dan 

berkelanjutan. Intansi Pemerintah pembina BUMDES diharapkan dapat mendukung pengembangan infrastruktur 

dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan BUMDes.  

Kata kunci: BUMDes, Digitalisasi, Ekonomi Desa, Modal Sosial, Tata Kelola Keuangan  

 

PENDAHULUAN  

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan revisi kedua dari 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengubah regulasi pembangunan desa di 

Indonesia dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengelola sumber 

daya mereka secara mandiri. Salah satu inisiatif utama dari kebijakan ini adalah pembentukan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

(PADes) dan memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi (Achmad & Fadlurrohim, 2023; 

Aditama et al., 2021). BUMDes diharapkan menjadi penggerak utama kemandirian ekonomi 

desa melalui pengelolaan usaha-usaha produktif yang relevan dengan potensi lokal desa. 

Meskipun pembentukan BUMDes secara masif telah dilakukan di berbagai desa di 

Indonesia, tantangan utama yang menghambat optimalisasi perannya terletak pada kemampuan 

manajerial yang terbatas. Aek et al. (2022) dan Amri (2019) menunjukkan bahwa banyak desa, 
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terutama yang berada di daerah terpencil, masih kekurangan sumber daya manusia dengan 

keterampilan manajemen bisnis yang memadai. Hal ini menyebabkan BUMDes tidak mampu 

memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki desa dan dianggap gagal beroperasi secara 

efisien. Lebih lanjut, modal sosial merupakan elemen penting dalam keberhasilan BUMDes. 

Agustina et al. (2021) dan Rahayu et al. (2024) menyoroti peran modal sosial yang terdiri dari 

kepercayaan, norma, dan jaringan sosial dalam memperkuat kolaborasi antaraktor dalam 

pengelolaan BUMDes. Namun, banyak desa yang hanya memiliki modal sosial di level internal 

(bonding), sementara keterlibatan aktor eksternal (bridging), seperti pemerintah daerah, sektor 

swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, masih minim. Modal sosial yang lebih luas 

diperlukan agar BUMDes dapat berkembang lebih cepat dan stabil. 

Digitalisasi juga merupakan tantangan besar bagi BUMDes. Di era digital saat ini, 

teknologi menawarkan berbagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas akses 

pasar, namun literasi digital di kalangan pengelola BUMDes masih rendah (Pranajaya et al., 

2022; Sanjaya et al., 2020). Keterbatasan ini diperparah dengan minimnya akses ke 

infrastruktur digital di banyak desa, terutama yang terletak di daerah terpencil (Dina et al., 

2020). Padahal, digitalisasi dapat membantu BUMDes memperbaiki sistem manajemen, 

menciptakan inovasi produk, serta memperluas pasar melalui platform online. 

Selain itu, tata kelola keuangan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan 

BUMDes. Fitriani et al. (2024) dan Fitriyanti (2019) menemukan bahwa BUMDes yang 

memiliki SOP keuangan yang jelas dan transparan cenderung lebih sukses dalam menjaga 

keberlanjutan operasionalnya. Sayangnya, masih banyak BUMDes yang mengalami kesulitan 

dalam menerapkan sistem pelaporan keuangan yang akuntabel. Ketidakmampuan dalam 

mengelola keuangan dengan baik sering kali memicu masalah kepercayaan dari masyarakat dan 

pemangku kepentingan. 

Peran pemerintah desa juga sangat signifikan dalam memastikan keberhasilan 

BUMDes. Salmiah et al. (2020, 2021, 2022) menekankan bahwa keterlibatan aktif pemerintah 

desa, khususnya kepala desa, sebagai fasilitator dan pengawas, sangat penting dalam proses 

perencanaan dan pengelolaan BUMDes. Pemerintah desa yang proaktif dalam mendukung dan 

memantau BUMDes cenderung melihat hasil yang lebih positif dalam peningkatan PADes dan 

kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat 

diperlukan dalam pengelolaan BUMDes. Gunawan (2024) dan Hartati et al. (2023) menyatakan 

bahwa keterlibatan masyarakat lokal, pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga 

pendukung eksternal sangat penting dalam mendukung operasional BUMDes. Kolaborasi ini 

tidak hanya membantu meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes, tetapi juga memperluas 

akses ke sumber daya yang dibutuhkan, seperti pendanaan, jaringan pasar, dan teknologi. 

Meskipun terdapat tantangan yang dihadapi oleh BUMDes, beberapa BUMDes telah 

berhasil menunjukkan kontribusi positif terhadap ekonomi desa. Alimuddin et al. (2023) dan 

Danasari et al. (2023) menyoroti bahwa BUMDes yang berfokus pada sektor pariwisata dan 

pengembangan produk lokal mampu meningkatkan PADes dengan melibatkan berbagai elemen 

masyarakat, seperti UMKM dan kelompok sadar wisata. Temuan ini menunjukkan bahwa 

sektor-sektor tertentu dapat menjadi peluang besar bagi BUMDes selama dikelola dengan baik 

dan didukung oleh komunitas lokal. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena banyaknya 

BUMDes yang belum berfungsi optimal disebabkan oleh berbagai masalah struktural, seperti 

keterbatasan manajemen, kurangnya literasi digital, serta rendahnya tata kelola keuangan (Indra 

et al., 2022; Indrastuti & Ash-shidiqqi, 2022). Arfiansyah et al. (2022) menambahkan bahwa 

pelatihan manajerial yang telah dilakukan masih belum sepenuhnya efektif dalam 

meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih 

holistik dan integratif. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi efektif yang dapat 

diimplementasikan dalam pengelolaan BUMDes, khususnya dalam modal sosial, adopsi 

teknologi digital, tata kelola keuangan dan . Penelitian ini menggunakan pendekatan scoping 

review untuk memetakan tantangan dan solusi yang ada di berbagai literatur terkait BUMDes, 

serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dalam pemetaan penelitian 

sebelumnya, beberapa studi telah membahas aspek manajerial, modal sosial, digitalisasi, dan 

tata kelola keuangan secara terpisah. Sanjaya et al. (2020) memfokus pada digitalisasi, 

sedangkan Fitriani et al. (2024) menyoroti tata kelola keuangan. Penelitian ini berusaha untuk 

mengintegrasikan beberapa aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang komprehensif, 

untuk memberikan gambaran yang lebih holistik terkait dengan optimalisasi BUMDes sebagai 

instrumen pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik dari sisi literatur 

maupun kebijakan. Dari segi literatur, penelitian ini memberikan ulasan tentang keempat 

dimensi utama yaitu modal sosial, digitalisasi, modal sosial, dan tata kelola keuangan dan peran 

pemerintah desa dapat saling memperkuat dalam konteks pengembangan BUMDes. Sementara 

itu, bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam 

merancang regulasi yang lebih efektif, termasuk pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan 

literasi digital dan manajerial, serta kebijakan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas 

keuangan dalam pengelolaan BUMDes. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Modal Sosial 

Modal sosial dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berfungsi sebagai 

elemen penting yang mendukung keberhasilan operasional serta pembangunan ekonomi desa. 

Menurut Rahayu et al. (2024), modal sosial berperan dalam meningkatkan kepercayaan, 

kerjasama, dan koordinasi antara pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat. Modal 

sosial ini mencakup berbagai aspek, termasuk norma-norma sosial, jaringan hubungan, dan 

kepercayaan antar individu. Modal sosial yang kuat dapat menciptakan iklim kolaboratif yang 

mendukung kegiatan usaha dan inovasi di tingkat desa. 

Namun, di banyak desa, modal sosial sering kali terbatas pada tahap "bonding," di mana 

kerjasama hanya terjadi di dalam kelompok lokal tanpa adanya interaksi dengan pihak 

eksternal. Untuk memaksimalkan potensi BUMDes, perluasan modal sosial ke tahap "bridging" 

dan "linking" sangat diperlukan (Rahayu et al., 2024). Hal ini memungkinkan BUMDes untuk 

menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal, seperti sektor swasta dan 

pemerintah daerah. Dengan memperluas jaringan kerjasama, BUMDes dapat mengakses 

sumber daya yang lebih beragam dan menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi pengembangan 

ekonomi lokal. 

Digitalisasi 

Digitalisasi memainkan peran penting dalam pengembangan BUMDes, berfungsi 

sebagai katalisator yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses pasar. 

Sanjaya et al. (2020) dan Sinlae et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital 

memiliki potensi besar, adopsi teknologi di banyak BUMDes masih rendah. Hal ini disebabkan 

oleh keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital di kalangan pengelola. 

Banyak BUMDes yang belum memanfaatkan teknologi secara optimal, sehingga mereka 

kehilangan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. 

Kurangnya akses internet dan keterampilan menggunakan alat digital menjadi 

penghalang utama bagi BUMDes untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan 

produktivitas. Faqih & Widya (2023) menekankan bahwa pengenalan aplikasi berbasis 

teknologi, seperti aplikasi E-Ticket untuk pengelolaan keuangan BUMDes, dapat membantu 
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meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, implementasinya masih belum merata di 

seluruh desa. Oleh karena itu, pengembangan digitalisasi menjadi langkah krusial untuk 

meningkatkan kinerja BUMDes secara keseluruhan, dan memerlukan dukungan dari berbagai 

pihak, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan. 

Tata Kelola Keuangan 

Akuntabilitas keuangan merupakan faktor kunci dalam tata kelola yang baik bagi 

BUMDes. Sriyono et al. (2023) menjelaskan bahwa BUMDes yang memiliki sistem keuangan 

yang transparan dan akuntabel cenderung lebih sukses dalam mencapai target-target ekonomi 

yang telah ditetapkan. Namun, banyak BUMDes yang masih mengalami kelemahan dalam hal 

akuntabilitas dan transparansi keuangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya Standard 

Operational Procedure (SOP) keuangan yang jelas, yang sering menyebabkan penyalahgunaan 

atau pengelolaan dana yang kurang tepat. 

Suci et al. (2021) menambahkan bahwa penggunaan alat bantu teknologi, seperti 

aplikasi Excel for Accounting (EFA), dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi 

dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya SOP yang baik dan penerapan sistem 

akuntansi yang efisien, BUMDes dapat memperkuat posisi keuangannya dan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem akuntansi dan pelatihan mengenai 

tata kelola keuangan yang baik menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan usaha 

BUMDes. 

Peran Pemerintah Desa 

Peran pemerintah desa sangat signifikan dalam mendukung pengelolaan BUMDes. 

Menurut Salmiah et al. (2020, 2021, 2022), keterlibatan aktif pemerintah desa, terutama dalam 

perencanaan dan pengawasan, memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa BUMDes 

berjalan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Dukungan dari pemerintah desa tidak 

hanya mencakup bantuan teknis, tetapi juga dukungan regulasi dan kebijakan yang memperkuat 

posisi BUMDes di tingkat desa dan kabupaten. Dengan keterlibatan yang kuat dari pemerintah, 

BUMDes dapat lebih mudah mengatasi tantangan yang dihadapi. 

Selanjutnya, kolaborasi antara berbagai aktor juga menjadi aspek penting yang 

mempengaruhi keberhasilan BUMDes. Gunawan (2024) menekankan bahwa kerjasama antara 

masyarakat desa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan eksternal sangat diperlukan 

untuk memperkuat keberlanjutan BUMDes. Kolaborasi lintas sektor ini dapat membuka akses 

terhadap jaringan pasar yang lebih luas, sumber pendanaan tambahan, serta peningkatan 

kapasitas manajerial dan teknis bagi pengelola BUMDes. Dukungan yang baik dari pemerintah, 

baik di tingkat pusat maupun daerah, akan sangat berkontribusi pada keberhasilan dan 

pengembangan BUMDes. 

Faktor-Faktor Yang Mendukung Lainnya 

Tantangan literasi manajerial di kalangan pengelola BUMDes juga perlu diperhatikan. 

Achmad & Fadlurrohim (2023) dan Aditama et al. (2021) menyimpulkan bahwa banyak 

pengelola BUMDes belum memiliki keterampilan manajerial yang memadai untuk 

menjalankan usaha yang kompleks. Kurangnya pemahaman tentang strategi bisnis, pemasaran, 

dan manajemen risiko sering kali menghambat kinerja BUMDes dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa (PADes) dan mencapai keberlanjutan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelatihan manajerial yang lebih terfokus dan sistematis sangat diperlukan. 

Peningkatan literasi manajerial dapat dilakukan melalui program pelatihan yang 

terstruktur dan berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya harus mencakup keterampilan dasar 

manajerial tetapi juga pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, pemasaran digital, dan 

inovasi produk. Dengan meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes, diharapkan mereka dapat 

mengambil keputusan yang lebih baik, mengelola sumber daya dengan efisien, dan menghadapi 

tantangan bisnis yang semakin kompleks. 
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Selanjutnya, struktur regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki dampak besar 

terhadap keberhasilan BUMDes. Alimuddin et al. (2023) menunjukkan bahwa beberapa 

regulasi yang terkait dengan pengelolaan BUMDes masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal 

pengawasan keuangan dan transparansi. Kebijakan yang lebih ketat mengenai audit keuangan 

dan pelaporan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas BUMDes serta memperbaiki 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan 

menciptakan landasan yang kuat untuk pengelolaan yang efektif. 

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya juga 

penting untuk menciptakan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan BUMDes. Diskusi 

antara pemerintah dan pengelola BUMDes dapat membantu mengidentifikasi tantangan yang 

dihadapi serta menemukan solusi yang tepat. Dengan adanya regulasi yang baik dan dukungan 

dari pemerintah, BUMDes diharapkan dapat beroperasi lebih efisien dan berkontribusi pada 

pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan. 

Keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang 

tersedia. Falimu et al. (2023) dan Fitriani et al. (2024) menekankan bahwa pelatihan yang 

berkelanjutan dan peningkatan kompetensi pengelola BUMDes sangat penting untuk 

memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka secara efektif. Kurangnya 

pelatihan dan pembinaan manajerial sering kali menyebabkan BUMDes tidak mampu 

menghadapi tantangan-tantangan bisnis yang semakin kompleks. Oleh karena itu, 

pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama dalam 

pengelolaan BUMDes. 

Pelatihan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen dasar hingga 

keterampilan teknis yang lebih spesifik. Program pelatihan yang dirancang dengan baik akan 

memberikan pengelola BUMDes keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha secara 

efisien, mengembangkan strategi pemasaran, serta melakukan analisis pasar. Dengan 

meningkatkan kompetensi pengelola, BUMDes akan lebih mampu beradaptasi dengan 

perubahan dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan bisnis yang dinamis. 

 Pengelolaan aset desa merupakan aspek penting dalam keberhasilan BUMDes. Iskandar 

et al. (2021) menyatakan bahwa beberapa BUMDes mengalami kesulitan dalam memanfaatkan 

aset desa secara optimal karena keterbatasan modal dan kemampuan teknis. Pengelolaan aset 

yang baik dapat membantu BUMDes meningkatkan produktivitas dan kontribusi terhadap 

PADes. Namun, hal ini memerlukan perencanaan yang matang dan dukungan kebijakan dari 

pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan dukungan teknis dan sumber 

daya untuk membantu BUMDes dalam pengelolaan aset. Program-program yang mendukung 

pengembangan infrastruktur dan akses terhadap pelatihan manajemen aset akan sangat 

bermanfaat bagi BUMDes. Dengan perencanaan yang baik dan dukungan yang memadai, 

BUMDes dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset desa dan berkontribusi lebih besar terhadap 

pembangunan ekonomi lokal. 

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh BUMDes, potensi mereka sebagai 

instrumen pembangunan desa masih sangat besar. Maq et al. (2024) menyimpulkan bahwa 

dengan dukungan regulasi yang tepat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan adopsi 

teknologi digital, BUMDes dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam pembangunan 

ekonomi desa di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang 

yang tersedia, BUMDes dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa dan pengelolaan sumber daya lokal secara optimal. 
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METODE 

 Penelitian ini menggunakan metode scoping review yang dirancang untuk memberikan 

gambaran menyeluruh tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, 

mengingat pentingnya BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa. Metode ini 

memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi berbagai tema yang berkaitan dengan 

pengelolaan BUMDes, seperti digitalisasi, modal sosial, tata kelola keuangan, dan peran 

pemerintah desa. Artikel yang dikaji mencakup penelitian serta hasil pengabdian masyarakat 

yang relevan dengan topik ini. 

Proses pengumpulan literatur dilakukan dengan menggunakan perangkat Publish or 

Perish, yang memungkinkan penulis mengakses artikel  penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dari berbagai jurnal nasional dan jurnal internasional. Kata kunci yang digunakan 

mencakup "BUMDes", "pengelolaan desa", "digitalisasi BUMDes", "modal sosial", dan "tata 

kelola keuangan" baik dengan menggunakan istilah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dari 

hasil pencarian, tahap awal penyaringan berdasarkan relevansi dengan topik penelitian ini, 

sebanyak 132 artikel dipilih untuk dianalisis lebih lanjut. Tahap penyaringan dilakukan dengan 

menetapkan kriteria yang jelas, yaitu artikel yang berfokus pada pengelolaan BUMDes, 

tantangan yang dihadapi, serta solusi yang diusulkan. Dari 132 artikel yang lolos, penulis 

mengelompokkan artikel tersebut berdasarkan topik utama yang mencakup digitalisasi, modal 

sosial, tata kelola keuangan, dan peran pemerintah desa. 

Pada tahap selanjutnya, dilakukan analisis tematik terhadap artikel yang telah 

dikelompokkan. Penulis mengidentifikasi tren dan pola dari literatur yang tersedia, serta 

mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kinerja BUMDes. Selain itu, 

rekomendasi kebijakan yang diusulkan oleh artikel penelitian dan artikel hasil pengabdian 

kepada masyarat yang dikaji juga dianalisis untuk memberikan masukan yang dapat digunakan 

oleh pembuat kebijakan dalam memperbaiki pengelolaan BUMDes di Indonesia. Jumlah artikel 

final yang digunakan dalam penelitian berjumlah 19.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

 Penelitian ini menganalisis 19 artikel yang terkait dengan pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) di Indonesia. Hasil analisis ini mengidentifikasi beberapa temuan utama 

yang dibagi menjadi empat kategori yaitu digitalisasi, modal sosial, tata kelola keuangan, dan 

peran pemerintah desa. Terkait dengan digitalisasi, banyak artikel menyoroti bahwa adopsi 

teknologi di BUMDes masih rendah. Misalnya, penelitian oleh Sanjaya et al. (2020) dan Sinlae 

et al. (2023) menunjukkan bahwa mayoritas BUMDes belum menggunakan teknologi digital 

secara optimal untuk meningkatkan efisiensi operasional. Hambatan utama yang ditemukan 

adalah rendahnya literasi digital di kalangan pengelola BUMDes dan keterbatasan infrastruktur 

teknologi di desa-desa. Artikel oleh Faqih & Widya (2023) menambahkan bahwa penggunaan 

aplikasi berbasis teknologi, seperti aplikasi e-ticket untuk pengelolaan keuangan BUMDes, 

mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun implementasinya masih belum merata. 

Oleh karena itu, pengembangan digitalisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan 

kinerja BUMDes secara keseluruhan. 

Modal sosial juga memainkan peran penting dalam kesuksesan BUMDes. Rahayu et al. 

(2024) menemukan bahwa modal sosial yang kuat, seperti kepercayaan dan norma-norma lokal, 

dapat meningkatkan kerjasama antara pengelola BUMDes dan masyarakat. Namun, modal 

sosial di banyak desa masih terbatas pada tahap bonding, di mana interaksi sosial hanya terjadi 

dalam kelompok internal, belum pada tingkat bridging dan linking yang lebih luas untuk 

memperluas jejaring dan potensi kerja sama eksternal. 
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Temuan terkait tata kelola keuangan menunjukkan bahwa banyak BUMDes masih 

memiliki kelemahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi keuangan. Fitriani et al. (2024), 

dan Fitriyanti (2019) menemukan bahwa BUMDes yang memiliki sistem akuntansi yang baik 

cenderung lebih mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menjaga 

keberlanjutan usaha. Di sisi lain, penelitian oleh Sriyono et al. (2023) menyoroti bahwa banyak 

BUMDes masih belum memiliki SOP yang baik, terutama dalam pencatatan transaksi dan 

penyusunan laporan keuangan, sehingga menyebabkan rendahnya akuntabilitas keuangan. 

Peran pemerintah desa dalam keberhasilan BUMDes sangat signifikan. Salmiah et al. 

(2020, 2021, 2022) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah desa, baik sebagai 

fasilitator maupun pengawas, sangat penting dalam mendukung kinerja BUMDes. Desa-desa 

yang memiliki dukungan kuat dari pemerintah desa cenderung memiliki BUMDes yang lebih 

berhasil dalam mengembangkan potensi ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi antara BUMDes dengan masyarakat, 

pemerintah lokal, dan pihak eksternal sangat penting. Gunawan (2024) menegaskan bahwa 

kerjasama antara para pemangku kepentingan membantu BUMDes mengakses pasar yang lebih 

luas, mendapatkan pendanaan yang lebih baik, serta meningkatkan kapasitas manajerial 

pengelola BUMDes. Namun, kendala utama yang dihadapi oleh banyak BUMDes adalah 

minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan BUMDes. Darmawan et al. (2022) 

dan Haekase et al. (2020) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang rendah sering kali 

disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap tujuan dan manfaat BUMDes. 

Aspek literasi manajerial juga ditemukan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

kinerja BUMDes. Aditama et al. (2021) dan Arfiansyah et al. (2023) mengidentifikasi bahwa 

banyak pengelola BUMDes yang masih belum memiliki keterampilan manajerial yang 

memadai, baik dalam hal perencanaan, pengelolaan sumber daya, maupun pengambilan 

keputusan strategis. Hal ini mengakibatkan banyak BUMDes yang tidak mampu beroperasi 

secara optimal dan sering kali terjebak dalam masalah operasional. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa BUMDes yang didukung oleh inisiatif 

pengembangan kapasitas, seperti pelatihan manajemen dan literasi digital, memiliki performa 

yang lebih baik. Misalnya, Alimuddin et al. (2023) dan Eikman & Vinuzia (2020) menemukan 

bahwa pelatihan digital marketing mampu meningkatkan daya saing produk-produk BUMDes 

di pasar lokal, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan PADes. 

Selanjutnya, peran regulasi dalam pengelolaan BUMDes juga menjadi sorotan. 

Beberapa artikel seperti yang disampaikan oleh Indrastuti & Ash-shidiqqi (2022) dan Karyana 

(2023) menunjukkan bahwa kebijakan yang jelas dari pemerintah pusat dan daerah sangat 

diperlukan untuk mendorong implementasi SOP keuangan yang baik serta mendorong adopsi 

teknologi di BUMDes. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan 

secara menyeluruh dalam pengelolaan BUMDes, di mana faktor-faktor seperti literasi digital, 

modal sosial, tata kelola keuangan, dan peran pemerintah desa harus ditingkatkan secara 

bersamaan. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antaraktor dan dukungan 

regulasi yang kuat untuk mendukung perkembangan BUMDes di Indonesia secara 

berkelanjutan. 

Pembahasan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah rendahnya tingkat adopsi digitalisasi. Hasil 

penelitian ini selaras dengan temuan Sanjaya et al. (2020) dan Sinlae et al. (2023), yang 

menegaskan bahwa literasi digital yang rendah di kalangan pengelola BUMDes serta 

keterbatasan infrastruktur digital di daerah pedesaan menjadi hambatan signifikan dalam 

mengintegrasikan teknologi ke dalam pengelolaan BUMDes. Dengan potensi besar 
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penggunaan teknologi digital, banyak BUMDes masih tertinggal dalam penerapannya. Hal ini 

mencerminkan perlunya peningkatan literasi digital agar pengelola BUMDes dapat 

memanfaatkan teknologi untuk efisiensi operasional dan perluasan akses pasar. 

Selain itu, literasi digital yang rendah tidak hanya berdampak pada operasionalisasi 

BUMDes, tetapi juga pada akses ke pasar yang lebih luas. Eikman & Vinuzia (2020) 

mengungkapkan bahwa pelatihan pemasaran digital dapat menjadi kunci dalam memperluas 

jangkauan produk BUMDes di pasar lokal maupun nasional. Namun, tanpa infrastruktur yang 

memadai dan kemampuan digital yang cukup, BUMDes akan terus menghadapi tantangan 

dalam memanfaatkan peluang pasar digital yang ada. 

Modal sosial juga memegang peranan penting dalam keberhasilan BUMDes. Rahayu et 

al. (2024)  menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat, seperti kepercayaan dan norma-norma 

lokal, dapat memperkuat kolaborasi antara pengelola BUMDes dan masyarakat. Sayangnya, 

modal sosial di banyak desa masih terbatas pada tahap bonding, di mana interaksi sosial hanya 

terjadi dalam kelompok internal. Untuk mencapai pengembangan yang lebih luas, diperlukan 

peningkatan modal sosial ke level bridging dan linking yang dapat memperluas hubungan 

eksternal, termasuk dengan pasar dan mitra bisnis di luar desa. 

Penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang baik dalam menjaga 

keberlanjutan BUMDes. Fitriani et al. (2024) dan Fitriyanti (2019) menunjukkan bahwa 

BUMDes yang memiliki sistem akuntansi yang kuat dan laporan keuangan yang transparan 

lebih mampu mempertahankan kelangsungan usaha dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

(PADes). Namun, banyak BUMDes yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan 

standar akuntansi yang memadai, terutama dalam pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. 

Pentingnya SOP yang jelas dalam pengelolaan keuangan juga disampaikan oleh Sriyono et al. 

(2023), yang menyatakan bahwa SOP keuangan yang baik dapat menjadi panduan bagi 

pengelola BUMDes dalam mengelola dana dengan lebih efisien dan transparan. 

Peran pemerintah desa dalam keberhasilan BUMDes sangat signifikan. Salmiah et al. 

(2020, 2021, 2022) menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam perencanaan, 

pengawasan, dan pengembangan BUMDes dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan 

BUMDes. Desa-desa yang memiliki dukungan kuat dari pemerintah desa cenderung lebih 

berhasil dalam mendorong BUMDes untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap 

perekonomian desa. 

Kolaborasi antara BUMDes, masyarakat, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan 

eksternal juga menjadi kunci keberhasilan. Gunawan (2024) menyoroti bahwa kerjasama antara 

pemangku kepentingan membantu BUMDes mengakses pasar yang lebih luas, mendapatkan 

pendanaan yang lebih baik, serta meningkatkan kapasitas manajerial pengelola BUMDes. 

Namun, partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan BUMDes masih rendah, yang sering 

kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap tujuan dan manfaat BUMDes, 

sebagaimana diungkapkan oleh Darmawan et al. (2022) dan Haekase et al. (2020). 

Selain partisipasi masyarakat, keterampilan manajerial pengelola BUMDes juga 

menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan. Aditama et al. (2021) dan Alimuddin et 

al. (2023) menegaskan bahwa keterampilan manajerial yang terbatas sering kali menjadi 

hambatan bagi pengelola BUMDes dalam melakukan perencanaan strategis dan pengambilan 

keputusan yang tepat. Oleh karena itu, pelatihan manajerial yang efektif menjadi kebutuhan 

mendesak untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes. 

Pelatihan manajerial yang disertai dengan pendampingan langsung, seperti yang 

ditunjukkan oleh Arfiansyah et al. (2022, 2023), dapat meningkatkan kualitas manajemen 

BUMDes. Pelatihan ini penting untuk membekali pengelola BUMDes dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan operasional dan strategis yang 

kompleks. Literasi keuangan juga merupakan salah satu aspek penting yang perlu ditingkatkan. 
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Fitriani et al. (2024), dan Fitriyanti (2019) menyatakan bahwa banyak pengelola BUMDes yang 

belum memiliki keterampilan dasar dalam mengelola keuangan dengan baik. Kondisi ini 

menyebabkan banyak BUMDes mengalami kesulitan dalam menjaga transparansi dan 

akuntabilitas keuangan, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan usaha. 

Dalam konteks kebijakan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi terkait 

BUMDes perlu lebih fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur 

digital. Indrastuti & Ash-shidiqqi (2022) dan Karyana (2023) menekankan bahwa kebijakan 

yang ada saat ini masih belum cukup untuk mendorong adopsi teknologi digital di BUMDes. 

Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik untuk mempercepat digitalisasi 

BUMDes, terutama di desa-desa yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur teknologi. 

Penelitian ini juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan 

BUMDes. Evaluasi berkala yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat, dan pihak 

eksternal dapat membantu mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi yang tepat. 

Kolaborasi dalam evaluasi ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif 

dalam pengelolaan BUMDes, seperti yang diusulkan oleh Gunawan (2024). 

 

PENUTUP 

Simpulan 

 Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, dengan memfokuskan pada empat kategori utama yaitu 

digitalisasi, modal sosial, tata kelola keuangan, dan peran pemerintah desa. Temuan penelitian 

ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat adopsi teknologi digital di BUMDes menjadi 

tantangan utama yang dihadapi oleh BUMDes maupun pemangku kepentingan terkait. 

Meskipun terdapat potensi besar untuk meningkatkan efisiensi operasional, banyak BUMDes 

yang masih belum memanfaatkan teknologi dengan optimal, terutama karena rendahnya literasi 

digital dan keterbatasan infrastruktur di daerah pedesaan. Modal sosial juga terbukti 

memainkan peranan penting dalam kesuksesan BUMDes. Modal sosial yang kuat, seperti 

kepercayaan dan norma-norma lokal, dapat meningkatkan kerjasama antara pengelola 

BUMDes dan masyarakat. Namun, banyak desa masih berada pada tahap bonding, yang 

membatasi kemampuan untuk menjalin jejaring yang lebih luas dan kolaborasi dengan pihak 

eksternal. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan modal sosial ke tingkat bridging dan 

linking untuk memaksimalkan potensi BUMDes.  

Dari segi tata kelola keuangan, BUMDes yang memiliki sistem akuntansi yang baik dan 

transparan cenderung lebih mampu menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa (PADes). Pentingnya SOP dalam pengelolaan keuangan sering kali masih 

kurang diterapkan di banyak BUMDes. Kondisi ini menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan 

transparansi, yang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan 

BUMDes. Peran pemerintah desa juga sangat signifikan dalam mendukung kinerja BUMDes. 

Keterlibatan aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pengawas 

dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes. Dukungan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan BUMDes dapat 

berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Keterbatasan Penelitan 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Meskipun 19 artikel digunakan sebagai 

dasar analisis penelitian, variasi dalam metodologi dan konteks ulasan dapat mempengaruhi 

generalisasi hasil. Beberapa artikel mungkin memiliki fokus yang berbeda, sehingga tidak 

semua temuan dapat diaplikasikan secara langsung ke semua BUMDes. Selain itu, penelitian 

ini lebih berfokus pada literatur yang tersedia dan mungkin tidak mencakup semua ulasan atau 

data terbaru terkait pengelolaan BUMDes. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Journal of Law, Administration, and Social Science 

Volume 5 No.1, 2025 

 

Page | 43  
 

Saran 

 Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan yang lebih 

mendalam untuk memperoleh data primer dari pengelola BUMDes dan pemangku kepentingan 

terkait. Pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam atau kelompok diskusi terfokus 

dapat memberikan ulasan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan praktik terbaik yang 

dihadapi BUMDes. Selain itu, penelitian dengan menggunakan data longitudinal dapat 

membantu menganalisis perkembangan BUMDes dari waktu ke waktu. 

Intansi Pemerintah Pembina BUMDES disarankan untuk mengembangkan kebijakan 

yang mendukung peningkatan literasi digital di kalangan pengelola BUMDes. Program 

pelatihan yang sistematis dan terstruktur perlu dilakukan untuk memberikan keterampilan 

teknologi informasi yang diperlukan. Selain itu, Intansi Pemerintah Pembina BUMDES juga 

perlu memperkuat infrastruktur teknologi di desa-desa untuk mendukung adopsi digitalisasi 

yang lebih luas di BUMDes. 
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